
9. Keputusan . 

8. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 191 Tahun 1972 tentang Menambah 
fungsi Pembinaan Pertahanan Sipil dan membentuk Organisasi dan Tata Kerja 
Direktorat Pertahanan Sipil pada Direktorat Jenderal PUOD dilingkungan 
Departemen Dalarn Negeri. 

7. Kcputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan 
Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan kepada Departemen 
Dalam Ncgcri. ' 

6. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi 
Pertahanan Sipil dan Organisasi Perluasan Kearnanan Rakyat dalarn rangka i 
penertiban pelaksanaan sisitem HAMKAMRA TA 

5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan 
Peraturan Pemerintah dan rancangan keputusan Presiden. 

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal; 

3. Undang-undang Nornor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian 

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pcrnerintahan Daerah 
( Lembatan Negara tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara nomor 
3839 ). 

1. Undang-undang Nomor 7 Ort Tahun 1956, tentang Pernbentukan Daerah Otonorn 
Kabupaten-Kabupatcn dalarn lingkungan Dacrah Propinsi Surnatcra Utara; 

b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/160/SJ tanggal 15 
Januari 1999 perihal Persetujuan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Pertahanan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, dengan suatu Peraturan Daerah 

: a. bahwa untuk terselenggaranya tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan 
Kemasyarakatan, khususnya urusan Pertahanan Sipil di Kabupaten Mandailing 
Natal, yang telah dibentuk dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, perlu 
ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Urusan Pertahanan 
Sipil tersebut 

BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
MARK.AS WILA Y AH PERTHANAN SIPIL 

KABUPATEN MANDAILING NATAL 

TENT ANG, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL 
NOMOR : 16 TAHUN 1999 

Mcngingat 

Menirnbang 



a. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal 
b. Pcmerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang 

lain sebagai badan Ekseskutif daerah. 
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupatcn Mandailing Natal 
d. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 

Kabupetan Mandailing Natal 
e. Markas Wilayah Pertahanan Sipil adalah Markas Wilayah Pertahanan Sipil 

Kabupaten Mandailing Natal 
f. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil adalah Kepala Markas Wilayah 

Pcrtahanan Sipil Kabupatcn Mandailing Natal 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Pasal I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 1'1ANDA1LING NATAL TENTANG 
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANlSASI DAN TAT A KERJA MARK.AS 
WILA Y AH PERT AHANAN SIPIL KABUP ATEN MANDAILING NAT AL. 

M E M U T U S K .\ N : 

ctapkau 

DEWAN P£RWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL. 

Dengan pcrsctujuan 

16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nornor 061/384/K/ 
Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi clan Tata Kerja Markas Wilayah 
Pertahanan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. 

15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A tahun 1999 tenta.ng pctunjuk pclaksana 
Undang-undang Nomro 12 tentang pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan 
Kabupaten Mandailing Natal . 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.nor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi 
Pemerintah Daerah dan Wilayah 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Penyelenggaraaan otonomi 
daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. 

IL Pcraturan Pcmcrintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi 
V ertikal di Daerah. 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 1977 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah 

10. Surat Keputusan bersarna MENHANKAM/PANGAB dan MENDAGRI Nomor : 
KEP/37/Xl/1975 tentang petunjuk pelaksanaan. Nomor : 240 - A Tahun 1975 
ten tang Pembinaan HANS IP - W ANKAMRA TA. 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. 



Pasal 7 . 

a. Sub Bagian Tata Usaha 
b. Sub Bidang Pembinaan 
c. Sub Bidang Potensi dan Latihan 
d. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian 

Markus Wilayah Pcrtahanan Sipil terdiri dari : 

Pasal 6 

a. Mcmpersiapkan dan rnenyusun potcnsi Markas Wilayah Pcrtahanan Sipil dalarn 
mcnghadapi scgalu kcmungkinan bcncana mcnurut tingkat keadaan. 

b. Mcngadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan Instansi Pcmcrintah 
scrta instansi yang bersangkutan dibidang keamanan dan kctertiban dalam rangka 
usaha mencapai tugas pokok dan fungsi Markas Wilayah Pertahanan Sipil sesuai 
dengan petunjuk Kepala Daerah. 

c. Melaksanakan latihan, kursus dan penataran 
d. Mclaksanakan pengarahan dan pengendalian anggota Pertahanan Sipil guna 

menanggulangi segala bencana 

Untuk rncnyelenggarakan tugas tcrscbut pada pasal 4, Markas Wilayah Pcrtahanan 
Sipil Daerah mempunyai fungsi : 

Pasal 5 

Markas Wilayah Pertahanan Sipil mcmpunyai tugas mcmbantu Kcpala Daerah dalam 
mclaksanakan tugas pokok dan fungsi Pertahanan Si.pi! di Daerah sesuai dengan 
Pcraturan Perundang-undangan yang bcrlaku, dan kebijakan Gubcrnur Propinsi 
Sumatcra Utara, 

Pasal 4 

Markas Wilayah Pertahanan Sipil Daerah 

BAB IV 
KEUDUDUKAN, TUGAS DAN FVNGSI 

Bagian Kesatu 

a. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Daerah 
b. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecarnatan 
c. Markes Wilayah Pertahanan Sipil Kelu.ahan 

Susunan Organisasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil terdiri dari : 

Pasal 3 

DAB III 
ORGANISASI 

Dcngan Peraturan Daerah dibentuk Markas Wilayah Pertahanan Sipil 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBENTUKAN 



Bagian Ketiga . 

(2) Kclornpok-kclompok tu gas terse but dalarn ayat ( 1) diatas, terdiri dari potensi 
rakyat tcrlatih dan masing-rnasing dipimpin olch scorang Kcpala Kelompok. 

a. Kelompok Tugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 
b. Kelompok Tugas Penyelamatan 
c. Kelompok Tugas bencana alam 

(I) Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan terdiri dari : 

Pasal IO 

a. Mcmpersipakan serta rncnyusun poiensi Pcrtahanan Sipil dalam menghadapi 
kcmungkinan bcncana. 

b. Mcngadakan koordinasi kcgiatan-kcgiatan yang dilaksanakan olch kclompok­ 
kclompok yang bcrada dilingkungan Mark as Wilayah Pcrtahanan Sipil Kecamatan; 

c. Mengadakan kominikasi, konsultasi dan kerja sarna dengan Instansi Pemerintah 
serta Instansi lainnya dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha 
mcnjaga tugas pokok sesuai dengan petunjuk Camat Kepala Daerah. 

Untuk mcnyclcnggarakan tugas tcrscbut pada pasal 8, Markus Wilayah Pcrtahanan 
Sipil Kccamatan mcmpunyai fungsi : 

Pasal 9 

a. Mcmbantu Camat Kcpala Wilayah dalam rnempersiapkan dan rnengcrahkan serta 
mcngcndalikan potcnsi rakyat dalarn bidang Pcrtahanan Sipil. 

b. Mclaksanakan opcrsai-operasi dalam rangka penanggulangan segala bencana­ 
bcncana baik yang disebabkan faktor alam maupun faktor manusia sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi Pcrtahanan Sipil. 

Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kccamatan mempunyai fungsi : 

Bagian Kedua 
Pasal 8 

(4) Sub Bidang Pcngcrahan pcngcrahan scrta dan Pcngendalian mcmpunyai tugas 
mcmpcrsiapkan kcgiatan dalarn pcngerahan serta mengendalikan anggota 
pcrtahanan sipil untuk menanggulangi segala bcntuk bencana dan kekacauan baik 
yang disebabkan oleh faktor dalam maupun faktor manusia. 

(J) Sub Bagian Potcnsi dan Latihan mcmpunyai tugas mclaksanakan kcgiatan 
pcngumpulan dan pcnyaringan rakyat yang mcmcnuhi pcrsyaratan untuk dilatih 
(scleksi) sebagai anggota pcrthanan sipil. 

(2) Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan program 
Markas Wilayah Pertahanan Sipil mengadakan peralatan dan perlengkapan serta 
pcningkatan kesejahteraan anggota Markas Wilayah Pertahanan Sipil. 

(I) Sub Bagian Tata Usaha rnernpunyai tugas rnclaksanakan urusan surat-menyurat, 
urursan rumah tangga, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan pcngumpulan 
data-data serta pelaporan 

Pasal 7 



Bab VI . 

Kcpala - Kcpala Sub Bidang dan Kcpala Sub Bagian Tata Usaha yang tcrdapat pada 
Kcpala Markas Wilayah Pertahanan Sipil, diangkat dan diangkat dan dibcrhcntikan 
olch Kcpala Daacrah dcngan rncmperhatikan pcrtimbungau/ saran dari Kcpula Markus 
Wilayah Pertahanan Sipil. 

Pasal 15 

(4) Kcpala Satuan tugas Markas Wilayah Pertahanan Sipil kelurahan diangkat dan 
dibcrhentikan oleh Camat dengan memperhatikan pertimbangan/ saran dari 
Kepala Kelurahan. 

(3) Kcpala Distrik Pcrtahanan Sipil Proyck, Vital scpcrti tcrscbut p:ida pnsal I 9 
diungkat dan dibcrhcntikan olch Kcpala Markas Wilayah Pertahanan Sipil. 

(2) Kcpala Markas Wilayah Pcrtahanan Sipil Kecamatan diangkat dan dibcrhentikan 
oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pcnimbcngan/saran dari carnal 
yang bcrsangkutan. 

(I) Kcpala Markus Wilayah Pertahanan Sipil diangkut dun dibcrhcntikan oleh 
Gubcrnur Propinsi Sumatera Utara dcngan rnemperhatikan pcrtirnbangan/saran 
Kcpala Oacrah. 

Pasal 14 

BABY 
PENGANGKATAN DAN PEMI3ERHENTIAN 

a. Kcpala Saluan tugas Markas Wilayah Pcrtahanan Sipil Kclurahnn 
b. J\nggota-anggota satuan tugas yang tcridiri dari potcnsi rakyat tcrlatih. 

Saluan tugas Pcrtahanan Sipil Kelurahan tcrdiri dari : 

Pasal 13- 

a. Mcnyusun potcnsi Markas Wilayah Pertahanan Sipil dalam satuan tugas 
Pcrtahanan Sipil Kclurahan ·• 

b. Mcmbantu kepala Kelurahan untuk mcngarahk_an potcnsi Markas Wilayah 
Pcrtahanan Sipil dalam penanggulangan bencana tcrjadi di Kelurahan yang 
bersangkutan 

Untuk menyelenggarakan tugas pasal 11, satuan tugas Markas Wilayah Pcrtahanan 
Sipil Kciurahan mempunyai fungsi : 

Pasal 12 

Satuan tugas Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kelurahan mempunyai tugas menjaga 
ketcnterarnan dan ketertiban di Kelurahan sehubungan dengan tingkat kernajuan 
kclurahan yang bersangkutan sesuai dcngan tugas pokok dan fungsi Markas Wilayah 
l-crtahanan Sipil. 

Pasal 11 

Bagian Ketiga 
Satuan Petugas Pertananan Sipil Kelurahan 



Pasal 22 . 

Hal-ha! yang bclum diatur dalarn pcraturan Dacrah ini akan diatur lcbih lanjut dcngan 
kcputusan Kcpala Dacrah scpunjung mcngcnai pclaksanaaunya. 

Pasal 21 

Pcraturan Dacrah ini discbut Pcraturan Dacrah Kabupaten Man<lailing Natal, Tentang 
Pernbentukan organisasi dan tata kerja Markus Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten 
Mandailing Natal. 

Pasal 20 

8AI3 Vil 
KETENTUAN PENUTUP 

Dalam mclakukan tugasnya, sctiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh trnpin 
satuan orgasisasi dibawahannya yang masing - masing wajib mengadakan Laper-an 

. berkala kepada atasannya. 

Pasal 19 

Pimpinan Saluan orgganisasi wajib mengikuti dan merncnuhi petinjuk - pctunjuk dan 
langgungjawab kepada atasan masing - rnasing. 

Pasal 18 

Sctiap Pimpinan Satuan Organisasi, Kcpala kclornpok dan Kcpala Saluan Tugas 
dilingkungan Organisasi Markas Wilayah Pcrtahanan Sipil bertanggung Jawab untuk 
mcmimpin mengkordinasikan, rnengerahkan dan mengendalikan Bawahan/ Anggota 
scrta rnemberikan petunjuk untuk mencapai pelaksanaan tugas. 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Daerah, Markas Wilayah 
Pertahanan Sipil Kecamatan dan Satuan Tugas Pertahanan Sipil Kelurahan wajib 
menerapakan Prinsip koordinasi, singkronisasi dan integrasi. 

Pasal 16 

BAB VI 
TATA KER.IA 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL 
NOMOR : 13 SERI D TAHUN 2:000. 

Ir. MASRUDDIN DALIMUNTHE 
PEMI3INA 
NIP. 4000 33238 

Di UNDANGKAN DI PANYABUNGAN 
PADA TANGGAL : 21 Pebruari 20CO 
SEKRETARIS KABUPATEN MANDAILING NATAL 

PELAKSANA, 

Pj. BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL 

Panyabungan 
10 Juli 1999 

Disah.kan di 
Pada tanggal 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran 
Dacrah Kabupatcn Mandailing Natal 

Pcraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 22 

·----------· ... ····- --···------- 
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Larnpiran: PERATURAN 

BAGAN SllSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN 
Uai!1J&>l\tAAN.M¢,MJZAtL1t1Q. +$t\lA~ · . . . . · .·x.c __ Ii- Wi 


